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ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK 

ASB-NF 01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Deskripsi 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah proses sistematis yang dilakukan 

oleh Perangkat Daerah/unit terkait untuk menilai capaian hasil kerja seluruh 

organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, program, dan 

kegiatan yang telah direncanakan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan 

yang diberikan, serta menghasilkan dasar resmi untuk penyusunan kebijakan 

dan perencanaan pembangunan berikutnya. Proses ini bertujuan mengukur. 

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perangkat daerah berhasil 

mencapai target pembangunan, menggunakan sumber daya secara efisien, 

dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. 

 
Mekanisme pelaksanaan subkegiatan ini mencakup: 

1. Pengumpulan, analisis, dan verifikasi data capaian indikator kinerja 

(output dan outcome) Perangkat Daerah, realisasi anggaran, serta 

kendala pelaksanaan program/kegiatan tahunan (rencana kerja). 

2. Penilaian tingkat keberhasilan, identifikasi permasalahan, dan 

perumusan rekomendasi perbaikan. 

3. Pengawasan dan penjaminan kualitas terhadap ketepatan waktu 

penyampaian dokumen evaluasi. 

 
Tujuan Spesifik 

Menghasilkan penilaian yang objektif dan berbasis bukti terhadap kinerja 

Perangkat Daerah, terutama terkait: 

1. Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran rencana kerja Perangkat 

Daerah. 

2. Tingkat efektivitas capaian program prioritas Daerah. 

3. Perumusan rekomendasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan 

untuk tahun berikutnya. 

 
Output (Laporan/Dokumen) 

Dokumen resmi yang dihasilkan dari subkegiatan ini adalah 

1. Laporan evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah periodik. 

2. Laporan evaluasi rencana strategis Perangkat Daerah. 
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Pengendali belanja (cost driver): Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

 

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): 

= Rp. 54.734.558,20 per Sub Kegiatan 

 

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 

= Rp. 1.449.821,599 per laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 

 

Rumus perhitungan belanja total: 

Belanja Tetap + Belanja Variabel 

= Rp. 54.734.558,20 + (Rp. 1.449.821,599 x laporan evaluasi kinerja 

Perangkat Daerah) 

 

Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 01 

  
  

Batas 

Bawah 

Rata-

rata 

Batas 

Atas 

% % % 

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan 
untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 0 1,08% 2,48% 

5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan 
untuk kegiatan kantor- bahan cetak 0 2,11% 6,82% 

5.1.02.01.01.0025 Belanja makanan dan 
minuman rapat 0 9,57% 18,63% 

5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan 
dinas biasa 0 87,25% 171,97% 

 

Belanja opsional atau tambahan antara lain: 

1.  Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover. 

2.  Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, 

dan panitia. 

3.  Belanja jasa tenaga administrasi. 

4.  Belanja perjalanan dinas dalam kota. 

 

ASB-NF 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
 

Deskripsi  

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah proses penting yang 

melibatkan koordinasi antarpihak (misalnya, antar Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dan forum Perangkat Daerah) untuk mengumpulkan dan 

menyajikan informasi tentang bagaimana kinerja suatu unit kerja (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah) dalam mencapai target yang ditetapkan 

berdasarkan rencana kerja dan anggaran. Kegiatan ini merupakan bagian 

dari siklus SAKIP untuk mengevaluasi pencapaian kinerja, memastikan 
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akuntabilitas, dan memberikan dasar untuk perbaikan kinerja di masa 

mendatang. 

 

Tujuan Utama: 

1. Evaluasi Kinerja: menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam 

mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.  

2. Akuntabilitas: mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan 

pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada instansi pemerintah 

(nilai SAKIP Perangkat Daerah).  

3. Perbaikan Kinerja: memberikan dasar informasi untuk memperbaiki 

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di tahun anggaran berikutnya.  

 

Mekanisme Pelaksanaan 

Proses ini mencakup:  

1. Koordinasi dengan unit pelaksana di Perangkat Daerah untuk 

pengumpulan data realisasi kinerja dan anggaran (keuangan). 

2. Verifikasi dan kompilasi data capaian sasaran program/kegiatan.  

3. Penyusunan narasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang 

membandingkan antara target dan realisasi, serta analisis pencapaian, 

dan rekomendasi. 

 

Output (Laporan/Dokumen) 

Dokumen resmi yang dihasilkan Adalah: 

1. Laporan Midterm SAKIP. 

2. LKJIP. 

3. Laporan MR (per triwulan). 

4. Laporan SPIP. 

5. Laporan Implementasi RB. 

 

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

 

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): 

= Rp. 50.898.175,50 per subkegiatan 

 

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 

= Rp. 1.774.927,542 per laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah 

 

Rumus perhitungan belanja total: 

Belanja Tetap + Belanja Variabel 

= Rp. 50.898.175,50 + (Rp. 1.774.927,542 x laporan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah) 
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Alokasi Belanja ASB-NF 02 

  
  

Batas 

Bawah 

Rata-

rata 

Batas 

Atas 

% % % 

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan 

untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 0 5,34% 13,64% 

5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan 
untuk kegiatan kantor- bahan cetak 0 6,91% 13,86% 

5.1.02.01.01.0025 Belanja makanan dan 

minuman rapat 0 14,66% 26,76% 

5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan 
dinas biasa 0 73,09% 129,37% 

 

Belanja opsional atau tambahan antara lain: 

1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover. 

2. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana 

kegiatan. 

3. Belanja perjalanan dinas dalam kota. 

 
ASB-NF 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 
 

Deskripsi 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah proses penyampaian 

informasi mengenai regulasi hukum kepada masyarakat, lembaga, atau 

pihak yang berkepentingan agar memahami, mematuhi, dan menerapkan 

peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran hukum, mencegah pelanggaran, serta 

memastikan keberlakuan dan efektivitas suatu aturan dalam sistem hukum 

nasional. Dengan metode yang efektif, sasaran yang tepat, serta bahasa 

yang mudah dipahami, proses ini dapat meningkatkan kepatuhan hukum 

dan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan. Oleh 

karena itu, kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan 

media sangat diperlukan agar sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan 

berkelanjutan.  

 

Tujuan Spesifik 

Tujuan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah:  

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 

peraturan perundang-undangan.  

2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan.  

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

pemerintahan.  

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan. 
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Output (Laporan/Dokumen) 

Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan daftar 

hadir peserta dan dokumentasi kegiatan 

 

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan 

 

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): 

= Rp. 6.283.458,333 per subkegiatan 

 

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 

= Rp. 541.230,833 per orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

 

Rumus perhitungan belanja total: 

Belanja Tetap + Belanja Variabel 

= Rp. 6.283.458,333 + (Rp. 541.230,833 x orang yang mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan) 

 

Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 03 

  

  

Batas 

Bawah Rata-rata Batas Atas 

% % % 

5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan untuk 
kegiatan kantor- bahan cetak 0 0,25% 0,59% 

5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan 
minuman rapat 0 5,61% 8,68% 

5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas 
biasa 0 94,14% 157,79% 

 

Belanja opsional atau tambahan antara lain: 

1. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, 

dan panitia. 

2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- suvenir/cendera mata. 

 
ASB-NF 04 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Tipe 1 

 

Definisi: 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan 

produktivitas pegawai, serta pelayanan yang baik.  

Tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, 

terlaksananya pelayanan yang baik, terlaksananya kegiatan administrasi 

yang efektif dan efisien.  
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Manfaat rapat koordinasi mengetahui kinerja suatu organisasi, 

mengumpulkan informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan 

penting.  

 

Contoh rapat koordinasi  

Rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara rutin setiap 

bulan oleh unit kerja kecamatan . 

Rapat koordinasi swasembada pangan yang membahas tentang irigasi, 

pupuk, ketersediaan pangan, dan harga bahan pokok. 

 

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): 

= Rp. 54.497.669,60 per subegiatan 

 

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 

= Rp. 197.345,369 per Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

Rumus perhitungan belanja total: 

Belanja Tetap + Belanja Variabel 

= Rp. 54.497.669,60 + (Rp. 197.345,369 x Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

 

Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 04 Tipe 1 

  
  

Batas 

Bawah 

Rata-

rata 

Batas 

Atas 

% % % 

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan 

untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 0 0,02% 0,08% 

5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan 
untuk kegiatan kantor- bahan cetak 0 0,21% 1,11% 

5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan 
minuman rapat 0 30,52% 64,47% 

5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas 
biasa 0 20,56% 51,38% 

5.1.02.04.01.0003 Belanja perjalanan dinas 
dalam kota 0 48,68% 77,78% 

 

Belanja opsional atau tambahan antara lain: 

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover 
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ASB-NF 04 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Tipe 2 
 
Definisi: 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan 

produktivitas pegawai, serta pelayanan yang baik.  

Tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, 

terlaksananya pelayanan yang baik, terlaksananya kegiatan administrasi 

yang efektif dan efisien.  

Manfaat rapat koordinasi mengetahui kinerja suatu organisasi, 

mengumpulkan informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan 

penting.  

 

Contoh rapat koordinasi  

Rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara rutin setiap 

bulan oleh unit kerja kecamatan . 

Rapat koordinasi swasembada pangan yang membahas tentang irigasi, 

pupuk, ketersediaan pangan, dan harga bahan pokok. 

 

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah  

 

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): 

= Rp. 189.775.993,00 per subkegiatan 

 

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 

= Rp. 571.592,288 per laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

Rumus perhitungan belanja total: 

Belanja Tetap + Belanja Variabel 

= Rp. 189.775.993,00 + (Rp. 571.592,288 x laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

 
Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 04 Tipe 2 

  
  

Batas 
Bawah 

Rata-
rata 

Batas 
Atas 

% % % 

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan 
untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 0 0,00% 0,01% 

5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan 
untuk kegiatan kantor- bahan cetak 0 0,00% 0,01% 

5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan 
minuman rapat 0 6,51% 13,18% 
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5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas 
biasa 0 72,21% 118,65% 

5.1.02.04.01.0003 Belanja perjalanan dinas 

dalam kota 0 21,27% 39,84% 

 

Belanja opsional atau tambahan antara lain: 

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover 

 

ASB-NF 04 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Tipe 3 

 
Definisi: 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan 

produktivitas pegawai, serta pelayanan yang baik.  

Tujuan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, 

terlaksananya pelayanan yang baik, terlaksananya kegiatan administrasi 

yang efektif dan efisien.  

Manfaat rapat koordinasi mengetahui kinerja suatu organisasi, 

mengumpulkan informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan 

penting.  

 

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): 

= Rp. 697.856.893,00 per subkegiatan 

 

 

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 

= Rp. 791.391,410 per laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

Rumus perhitungan belanja total: 

Belanja Tetap + Belanja Variabel 

= Rp. 697.856.893,00 + (Rp. 791.391,410 x laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

 

Alokasi Obyek Belanja ASB-NF 04 Tipe 3 

  
  

Batas 

Bawah 

Rata-

rata 

Batas 

Atas 

% % % 

5.1.02.01.01.0024 Belanja alat/bahan 

untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor 0 0,00% 0,00% 
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5.1.02.01.01.0026 Belanja alat/bahan 
untuk kegiatan kantor- bahan cetak 0 0,05% 0,24% 

5.1.02.01.01.0052 Belanja makanan dan 
minuman rapat 0 7% 16,25% 

5.1.02.04.01.0001 Belanja perjalanan dinas 
biasa 0 88,04% 219,78% 

5.1.02.04.01.0003 Belanja perjalanan dinas 
dalam kota 0 4,91% 10,07% 

 

Belanja opsional atau tambahan antara lain: 

- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover 

 

ASB-NF 05 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah 

 
Deskripsi 

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

adalah proses sistematis yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat 

Daerah  untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan seluruh transaksi 

keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah 

untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, yang kemudian digabungkan pada tingkat 

Pemerintah Daerah. Proses ini melibatkan pencatatan pendapatan, belanja, 

aset, dan kewajiban, serta penyusunan laporan seperti Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Operasional (LO), yang merupakan 

bagian dari proses akuntabilitas anggaran. 

 

Tujuan Utama : 

1. Mencatat dan Mengelola Transaksi Keuangan: Mengumpulkan dan 

mencatat semua data keuangan yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, mulai dari pendapatan hingga belanja, serta perubahan aset 

dan kewajiban.  

2. Menyusun Laporan Keuangan: Menghasilkan laporan keuangan yang 

komprehensif, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CaLK).  

3. Mempertanggungjawabkan APBD: Memberikan informasi yang akurat 

mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) untuk keperluan pertanggungjawaban dan transparansi.  

4. Pengelolaan Aset dan Kewajiban: Mengelola dan mencatat aset serta 

kewajiban yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara 

tertib. 

 

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): 

= Rp. 229.652.661,00 per subkegiatan 
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